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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah  Kabupaten/Kota siap untuk 
melaksanakan penyelenggaraan metrologi legal melalui pelayanan tera/tera ulang. 
Wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan UTTP serta 
pengawasannya merupakan tugas UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal. 
UPTD Metrologi Legal belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kegiatan 
metrologi legal khususnya pada pelayanan tera/tera ulang. Sehingga kegiatan  
metrologi legal di Kabupaten Tegal  belum maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
tera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Tegal  (2) Untuk mengkaji kendala yang 
dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan 
kegiatan tera dan tera ulang (3) Untuk mendeskripsikan sanksi bagi pemilik UTTP 
yang tidak melaksanakan tera dan tera ulang.  
Jenis penelitian ini  adalah field research (penelitian lapangan)  dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
Studi kepustakaan (Library research) dan Studi lapangan (Field research) dan 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan Pelaksanaan tera dan tera ulang di 
Kabupaten Tegal  di Tahun 2019 sudah efektif tetapi belum sepenuhnya 
maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh UPTD 
Metrologi Legal  Kabupaten Tegal terkait  data jumlah UTTP yang tidak valid, 
sarana dan prasaran yang belum mencukupi,  masih kurangnya SDM 
kemetrologian,  belum disahkannya Perda Retribusi Daerah, anggaran 
pelaksanaan tera dan tera ulang yang masih  terbatas, serta belum optimalnya 
fungsi pengawasan dan penyuluhan. Sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak 
melakukan tera  atau tera ulang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 
tentang Metrologi Legal. Adapun sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak 
menerakan UTTPnya yaitu  dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan 
atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semau pihak 
yang membutuhkan di lingkungan  Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
 










With the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional 
Government, requires that the Regency / City Government be prepared to carry 
out the implementation of legal metrology through tera / re-tera services. The 
authority to carry out testing and examination of UTTP and its supervision is that 
the task of the Legal Metrology UPTD of Tegal Regency. The Legal Metrology 
UPTD is not yet fully prepared in carrying out legal metrology activities, 
especially in tera / re-tera services. So that legal metrology activities in Tegal 
Regency have not been maximized. 
This study aims to (1) To describe the implementation of tera and tera in 
the area of Tegal Regency (2) To examine the constraints faced by the Legal 
Metrology UPTD of Tegal Regency in the implementation of tera and tera tera (3) 
To describe sanctions for UTTP owners who do not carry out tera and repeat. 
This type of research is field research using a qualitative approach. Data 
collection techniques using library research and field research and analyzed using 
qualitative data analysis methods. 
The results of this study indicate that the implementation of tera and tera 
in Tegal Regency in 2019 has been effective but not yet fully maximized. This is 
because there are obstacles experienced by the Legal Metrology UPTD of Tegal 
Regency regarding the invalid number of UTTP data, inadequate facilities and 
infrastructure, the lack of meteorological human resources, the legalization of 
Regional Retribution Regulations, the budget for implementing tera and tera are 
still limited, and the function of supervision and extension is not yet optimal. 
Sanctions for UTTP owners who do not do tera or repeat are regulated in Act 
Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. As for sanctions for UTTP 
owners who do not apply for UTTP, namely imprisonment for a maximum of 1 
(one) year and or a maximum fine of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
 







MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
Motto: 
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A. Latar Belakang 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan salah satu cara 
Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih baik kepada daerah, 
untuk menentukan berbagai kebijaksanaan sendiri sesuai dengan aspirasi 
masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, 
pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat 
kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan 
untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.Hasil 
dari pelimpahan wewenang tersebut adalah terbentuknya daerah otonom 
atau otonomi daerah, yaitu adanya kebebasan pemerintah daerah tertentu 
dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. 
Penyelenggaraan otonomi daerah diatur didalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Pada hakikatnya 
Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat 
hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri 
Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah 
dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan 
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan 





kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. 
Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan 
sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah.1 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah yang lama, menyebabkan terjadinya perubahan 
terutama terkait dengan perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi 
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur didalam Matriks 
Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Urusan Bidang 
Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, 
yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera 
Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk 
juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, 
pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten dan ketentuan lain terkait 
dengan penyelenggaran tera/tera ulang.2 
 
1  Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
2 Alfiyan Mardiansyah dan Neisa Angrum Adisti, “Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan 
Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 





Tanggungjawab untuk menetapkan standar pengukuran yang akurat 
berada pada pemerintah melalui instrumen metrologi legal. Dalam Pasal 1 
huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
menjelaskan pengertian metrologi legal adalah metrologi yang mengelola 
satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran  dan alat-alat ukur, yang 
menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang 
yang bertujuan melindungi kepentingan umum  dalam hal kebenaran 
pengukuran.  
Payung hukum aktivitas Metrologi di Indonesia diatur dengan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) 
yang secara garis besar mengatur tentang satuan-satuan pengukuran, standar 
satuan, pengujian dan peneraan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP), tanda tera, dan Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus (BDKT) beserta dengan perbuatan yang dilarang terkait dengan 
peredaran dan penggunaan Alat ukur dan Satuan Ukuran yang tidak sesuai 
dengan ketentuan serta peredaran BDKT yang tidak sesuai dengan 
ketentuan.3 
Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen 
perlindungan konsumen. Standar dan pengukuran yang menjadi obyek 
pengaturan metrologi legal misalnya dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan konsumen dalam menghadapi praktek yang tidak transparan  
 
3 Widya Oesman, et all , “Laporan Akhir  Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 





dan sulit dicek oleh konsumen seperti dalam bidang (1) pengisian bahan 
bakar minyak (BBM), (2) penetapan tagihan telepon,(3) penjualan beras, (4) 
penetapan tagihan listrik, air dan gas. Keakuratan dan konsistensi 
pengukuran dapat dijamin apabila ada pengaturan oleh negara atau 
pemerintah. Standar tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu pasar 
yang sehat dan adil terutama bagi konsumen.4 
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam penjelasan UUPK 
disebutkan peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan 
untuk mematikan upaya para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya, sebab 
perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta 
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. 
Kenyataan di masyarakat seringkali terjadi perbuatan atau tindakan 
curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual barang jualannya, 
misalnya dengan mengurangi jumlah timbangan yang seharusnya atau tidak 
sesuai dengan yang tertera dalam label produknya. Bahkan bukan menjadi 
rahasia bahwa penyerahan barang dalam jual beli yang menggunakan alat 
ukur kecenderungannya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya, artinya 
kecurangan dengan menggunakan alat ukur kerap terjadi ditempat-tempat 
 
4 Inosentius Samsul, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan 






transaksi yang menggunakan alat ukur. Misalnya pasar-pasar tradisional, 
SPBU atau tempat transaksi lainnya.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah mulai berlaku sejak Januari 2017. Dengan berlakunya Undang-
undang tersebut, mengharuskan Pemerintah  Kabupaten/Kota siap untuk 
melaksanakan penyelenggaraan metrologi legal melalui pelayanan tera/tera 
ulang. Pemerintah Kabupaten Tegal mengimplemtasikan Undang-undang 
tersebut dengan cara membentuk UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
pada Januari 2017 sebagai upaya pelaksanaan kegiatan metrologi legal, 
sehingga wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan UTTP 
serta pengawasannya merupakan tugas UPTD Metrologi Legal Kabupaten 
Tegal. 
Dari Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal 
Kabupaten Tegal menyatakan bahwa UPTD Metrologi Legal belum 
sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kegiatan metrologi legal khususnya 
pada pelayanan tera/tera ulang. Sehingga kegiatan  metrologi legal di 
Kabupaten Tegal  belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari lokasi 
pelaksanaan pelayanan tera /tera ulang yang masih terbatas yaitu hanya pada 
pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Adapun faktor 
menjadikan pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang tidak maksimal yaitu 
karena belum lengkapnya peralatan laboratorium, kurangnya personil 
penera, serta belum adanya peraturan daerah tentang retribusi tera dan tera 





Tidak terselenggaranya pelaksanaan tera dan tera ulang di beberapa 
wilayah di Kabupaten Tegal akan berdampak pada masyarakat pemilik 
UTTP atau wajib tera yang melakukan tera ulang alat UTTPnya akan 
berkurang sehingga berakibat banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam 
bertransaksi di masyarakat, kondisi ini sangat merugikan masyarakat 
khususnya pembeli sebagai konsumen yang berbelanja serta penjual 
(pedagang). 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam hal ini perlu dikaji untuk 
dituangkan dalam Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Tera dan Tera 
Ulang pada Metrologi Legal dalam Rangka Perlindungan Terhadap 
Konsumen di Wilayah Kabupaten Tegal”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang di wilayah 
Kabupaten Tegal? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal  
Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan tera dan tera ulang? 
3. Apa saja sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak melaksanakan tera dan 







C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah 
Kabupaten Tegal 
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal 
Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang. 
3. Untuk mendeskripsikan sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak 
melaksanakan tera dan tera ulang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 
dan praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Hasil penelitian dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan 
ilmu hukum dalam kaitannya mengenai perlindungan konsumen. 
b. Penelitian hukum ini dapat memperkaya referensi dan literatur 
sebagai acuan untuk melakukan penulisan sejenis selanjutnya. 
2. Manfaat praktis 
Manfaat praktis penelitian ini meliputi : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 





pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam rangka perlindungan 
terhadap konsumen. 
b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada penulis lainnya 
terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang pelaksanaan tera dan tera ulang pada 
metrologi legal dalam rangka perlindungan terhadap konsumen  di 
wilayah Kabupaten Tegal merupakan penelitian yang asli dan dapat 
dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan 
beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang 
pelaksanaan tera dan tera ulang pada metrologi legal dalam rangka 
perlindungan terhadap konsumen. Adapun penelitian yang mirip dengan 
penelitian ini antara lain : 
No 









Metrologi Legal Berupa 
Pelayanan Tera/Tera Ulang di 
Kabupaten/Kota di Provinsi  
Sumatera Selatan  
1. Apa permasalahan 
penyelenggaraan 
kegiatan metrologi 
legal berupa pelayanan 


















2. Meriza Elpha 




Tahun  2017) 
Perlidungan Konsumen 
Penggunaan Alat Ukur, Takar, 
Timbangan dan 
Perlengkapannya (UTTP) 
Pasar Panam Pekanbaru. 
1. Bagaimana pelaksaaan 
perlindungan konsumen 
penggunaan alat ukur, 
takar, timbangan dan 
perlengkapannya 
(UTTP)  di Pasar 
Panam Pekanbaru ? 






Tindak Pidana Penipuan 
Timbangan Menurut KUHP 
dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999  tentang 
Perlindungan Konsumen  
(Studi Putusan  Pengadilan  
Negeri Mungkid No. 
1. Bagaimana pengaturan  
hukum  tindak  pidana  
penipuan timbangan di 
Indonesia? 











pelaku tindak pidana 
penipuan timbangan 
menurut KUHP dan 
Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen (studi 
putusan  pengadilan 
negeri  mungkid  no. 
105/pid.b/2011/pnmkd? 
Dengan adanya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
judul penelitian skripsi “Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang pada 
Metrologi Legal dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen di 
Wilayah Kabupaten Tegal” dapat dipertanggungjawabkan hasil 
penelitian ini karena adanya penelitian terdahulu yang berhubungan 
dengan topik penelitian judul skripsi ini. Adapun alasan dilakukannya 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tera dan 







F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam 
kegiatan penulisan agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian dapat 
diterima secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis  Penelitian 
Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan 
merupakan langkah yang harus dilakukan, karena jenis penelitian 
merupakan alat yang digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan 
penelitian. Maka dari itu, penentuan jenis penelitian  harus didasarkan 
pada pilihan yang tepat karena berdampak pada keseluruhan hasil 
penelitian nantinya. 
Penulis menggunakan field research (penelitian lapangan) 
yang mana penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan 
pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah 
(Moleong, 2005:26). 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan memulai kerja berdasarkan suatu fenomena yang 
menarik perhatian penulis, kemudian penulis melakukan observasi 
langsung ke lokasi penelitian dengan pemikiran seterbuka mungkin. 





dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang 
dikumpulkan itu benar adanya.  
Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 
dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 
dokumen. Wawancara yang diadakan adalah wawancara terbuka, untuk 
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 
individu atau sekelompok orang. 
Pendekatan kualitatif dalam hal ini seungguhnya adalah 
prosedur penelitian  yang menghasilkan data-data deskriptif  berupa 
kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 
diamati (Moleong, 2005:4). Deskriptif merupakan salah satu 
karakteristik penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan 
adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka riil. 
Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, 
video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi 
lainnya (Moleong, 2005:11). 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini : 
a. Data Primer/Data Lapangan 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 
dari lapangan tempat penelitian dilaksanakan. Untuk memperoleh 
data ini, menggunakan metode wawancara. Hasil wawancara 





sebagai hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-
pihak yang merasakan keadaan setempat. Dalam penelitian ini 
penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari kantor 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (UPTD 
Metrologi Legal Kabupaten Tegal). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data dari bahan-bahan kepustakaan 
yang antara lain meliputi bahan kepustakaan (library research) 
seperti pendapat para ahli, jurnal, artikel, karya ilmiah, koran, 
majalah, putusan pengadilan maupun arsip-arsip yang sesuai 
dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah 
norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu:  
a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi 
Legal  
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 





menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu 
berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan 
erat dengan penelitian ini. 
3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 
hukum lainnya, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia 
dan ensiklopedia. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh 
data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan 
berkaitan dengan  skripsi ini adalah : 
a. Studi kepustakaan (Library research) yaitu mempelajari dan 
menganalisis secara sistematika buku -buku, peraturan perundang-
undangan dan sumber lainnya yang berhubungan metrologal dan 
perlindungan konsumen.  
b. Studi lapangan (Field research) yaitu penelitian yang dilakukan 
secara langsung turun kelapangan. Perolehan data ini dilakukan 
dengan cara wawancara langsung dengan narasumber dari       








5. Metode Analisis Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 
kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam 
melakukan analisis data adalah sebagai berikut: 
a. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumen, dan 
wawancara. 
b. Selanjutnya penulis akan membaca, mempelajari dan menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik primer 
maupun sekunder. 
c. Selanjutnya penulis akan melakukan proses reduksi data yang ada 
dengan melakukan  cara abstraksi, yaitu usaha yang membuat 
rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu 
dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 
d. Selanjutnya adalah proses untuk menyusun dalam satuan-satuan 
dalam kategori yang ada. 
e. Langkah terakhir dari proses analisis data ini adalah memeriksa 
keabsahan data. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, 





awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Diperinci sebagai 
berikut: 
1. Bagian Awal Skripsi 
Dalam bagian awal skripsi ini terdiri atas : halaman judul 
(cover), halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 
halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman persembahan,  halaman 
motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 
halaman daftar bagan, dan halaman daftar lampiran. 
2. Bagian Isi Skripsi 
Bagian isi skripsi terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai 
beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar 









BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penelitian akan membahas tentang Pelaksanaan Tera dan 
Tera Ulang pada Metrologi Legal dalam Rangka Perlindungan 
Terhadap Konsumen di Wilayah Kabupaten Tegal  
BAB IV PENUTUP 
Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 
dari pembahasan yang diuraikan diatas tentang Pelaksanaan Tera dan 
Tera Ulang pada Metrologi Legal dalam Rangka Perlindungan 
Terhadap Konsumen di Wilayah Kabupaten Tegal 
3. Bagian Akhir Skripsi 
Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 
lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur 
yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk 














A. Tinjauan Tentang Metrologi Legal  
Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, 
alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas 
nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil 
pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. 
Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin dalam metrologi,  melainkan 
aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan 
yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam 
kegiatan kemetrologian.  
Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengukuran 
dan aplikasinya. 5 Metrologi mencakup 3 hal utama yaitu:6 
1. Penetapan definisi satuan ukur yang diterima secara internasional; 
2. Perwujudan satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah; 
 
5 Anwar Hadi, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian & 
Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025: 2017, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 
129. 





3. Penetapan rantau ketertelusuran dengan menentukan sekaligus 
merekam niali dan akurasinya suatu pengukuran serta menyebarluaskan 
pengetahuan tersebut. 
Dalam implementasinya, metrologi dapat dikelompokkan dalam 3 
kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda, 
yaitu:7 
1. Metrologi ilmiah (scientific metrology), berhubungan dengan 
pengaturan dan pengembangan standar pengukuran tingkat tertinggi dan 
pemeliharaannya. 
2. Metrologi industri (industrial metrology), untuk memastikan bahwa 
sistem pengukuran dan alat pengukuran di industri berfungsi dengan 
akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun 
pengujian. 
3. Metrologi legal (legal metrology), berkaitan dengan pengukuran 
berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan 
lingkungan hidup. 
  Metrologi  Legal  adalah  metrologi  yang  mengelola  satuan-
satuan  ukuran, metoda-metoda  pengukuran  dan  alat-alat  ukur,  yang  
menyangkut persyaratan  teknik  dan  peraturan  berdasarkan  Undang-
undang  yang bertujuan  melindungi  kepentingan  umum  dalam  hal  
 





kebenaran pengukuran.8 Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang 
terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan 
pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh 
atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil 
pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. 
Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi,  melainkan 
aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan 
yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam 
kegiatan kemetrologian.9 
Metrologi legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran 
agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur 
dilakukan terhadap ukuran, takaran, dan timbangan yang dipergunakan 
untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah 
terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang. Upaya yang 
dilakukan oleh pihak metrology dalam hal ini adalah Pemeriksanaan alat-
alat UTTP dan Pengujian terhadap UTTP.10 
Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan 
dalam perdagangan, khusunya di bidang penimbangan dan pengukuran. 
Metrologi legal terutama berkaitan dengan peralatan ukur yang diatur oleh 
 
8 Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 
9 Widya Oesman dkk, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang tentang Metrologi, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016, hlm.26. 
10  Romly, Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam, Yogyakarta: 





undang-undang. Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin 
terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga Negara bilamana 
pengukuran itu dilakukan: 11 
1. Dalam transaksi resmi dan transaksi niaga; 
2. Berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran serta 
memberikan kepastian hukum dalam hal pengukuran. Untuk mencapai 
tujuan tersebut maka Pemerintah melaksanakan kegiatan metrologi legal 
yang meliputi penyuluhan, pengamatan, dan pengawasan alat Ukur Takar 
Timbang dan  Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus (BDKT), satuan Sistem Internasional (SI), disertai dengan  
penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, pengelolaan standar dan 
ukuran laboratorium, pengujian UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda 
pabrik, serta kegiatan tera/tera ulang UTTP. 
Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hasil 
pengukuran khususnya bila terdapat potensi konflik kepentingan terhadap 
hasil pengukuran tersebut, sehingga memerlukan intervensi wasit yang tidak 
memihak. Metrologi legal khususnya diperlukan bila kekuatan pasar tidak 
cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang. 
Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan 
 





pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) 
dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum 
berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian 
legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. 12 
Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup 
penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga 
produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan 
volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak. Tanggung 
jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait 
dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun 
fungsi-fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan 
pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-
undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran. Oleh karena itu 
proses pengukuran seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-
undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar dan 
mengembangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung 
akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang sangat mendasar 
untuk melengkapi  peran pemerintah. Karena tujuan akhir dari metrologi 
legal adalah untuk memberikan kepercayaan terhadap hasil pengukuran 
dengan pengaturan legal, kebutuhan dan persyaratan hasil pengukuran harus 
 





dipertimbangkan sebelum menetapkan persyaratan terhadap alat  ukur. 
Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama: 13 
1. penetapan persyaratan legal;  
2. pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang 
tercakup dalam regulasi;  
3. pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan  
4. pendirian  infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran 
dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup dalam regulasi. 
B. Tinjauan Tentang Tera dan Tera Ulang 
Pengertian tera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cap 
pengujian yang dibubuhkan oleh Jawatan Tera pada timbangan dan ukuran 
yang dipakai di perdagangan, atau tanda uji pada alat timbangan yang sudah 
diperiksa kebenarannya oleh Jawatan Tera. Sedangkan pengertian tera ulang 
adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, 
atau memberikan keterangan-keterangan  tertulis  yang bertanda tera sah 
atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak 
melakukannya berdasarkan pengujian  yang  dijalankan  atas alat-alat 
ukur,takar,  timbang dan perlengkapannya  yang  telah ditera.14 
 
13  Widya Oesman dkk , Ibid., hlm. 28. 
14  Irwansyah Syahrani, Modul Administrasi Transaksi XI, Yogyakarta: Deepublish, 





Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal, Pasal 1 ayat (17) menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan 
tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan 
oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian 
yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 
(UTTP) yang belum dipakai. 
UTTP yang telah ditera, secara periodik wajib ditera ulang kembali 
berdasarkan Syarat-syarat Teknik Khusus (SSTK) masing-masing UTTP 
yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan 
Republik Indonesia. Salah satu bentuk pelayanan kemetrologian yang 
dilakukan oleh Bidang Metrologi yaitu pelaksanaan sidang tera ulang alat 
UTTP setiap setahun sekali. Dan jika semua alat-alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya, pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak 
memenuhi syarat-syarat  seperti diatas dan yang tidak mungkin dapat 
diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh 
pegawai yang berhak menera atau menera ulang.15 
Disamping undang-undang metrologi legal, pelaksanaan tera dan 
tera  ulang juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, 
tentang  Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta 
Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya. 
 
15 Pipit Handayani, Pelaksanaan Tera dan Tera  Ulang Dalam Rangka Perlindungan 





Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa UTTP yang wajib ditera 
dan ditera ulang adalah alat yang digunakan untuk: 
1. Kepentingan umum, seperti keamanan, kesehatan, keselamatan dan 
lingkungan, 
2. Usaha, 
3. Penyerahan/serah terima barang, 
4. Menentukan pungutan upah, seperti perkebunan teh, kopi, karet dan 
lain-lain, 
5. Menentukan produk akhir, seperti elpiji, semen, pupuk dan lain-lain, 
serta, 
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan seperti pulsa telepon, 
listrik, meter air, dan lain sebagainya.” 
Jika alat UTTP memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang 
berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera sah. Sebaliknya, 
jika alat ukur tersebut tidak memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang 
berhak akan menandai alat ukur  tersebut dengan  tanda  tera batal. 16Jenis 
dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera 
tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  69/M-
 
16 Inosentius Samsul, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui 
Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah,  Jurnal  Ilmiah  Negara  Hukum: 






DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera  . Adapun  jenis  dan bentuk tanda  
tera  tersebut  adalah sebagai berikut: 
1. Tanda sah.  
Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau 
dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh  
pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak 
memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat 
Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai control 
bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan. 
2. Tanda Batal.  
Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau 
dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh 
pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan.  Jika 
tidak memungkinkan  dibubuhkan  pada  badan UTTP, maka  
dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal 
adalah sebagai kontrol bahwa UTTP  tersebut  tidak memenuhi  syarat 
dan  tidak boleh digunakan. 
3. Tanda jaminan.  
Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan 
dan/atau dipasang  pada  bagian-bagian  tertentu  dari UTTP  yang  
dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari 






4. Tanda daerah.  
Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat 
tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan  atau  
lokasi pada saat ditera pertama kali. 
5. Tanda pegawai.  
Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada 
saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak 
yang melakukan peneraan pertama kali. 
C. Tinjauan Tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya 
(UTTP) 
UTTP singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapnnya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk 
pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. 
Contoh UTTP antara lain adalah meter kWh (mengukur energi listrik), 
meter gas (mengukur pasokan gas), pompa ukur bahan bakar minyak 
(mengukur volume bahan bakar minyak yang diisikan dari pompa pengisian 
bahan bakar minyak ke kendaraan bermotor), dan timbangan (menimbang 
massa suatu benda).17 
Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan kualitas. Alat ukur dikelompokan menjadi dua 
 






yaitu ukuran dan timbangan. Ketentuan alat ukur antara lain adanya ssatuan 
dasar, lambang satuan, standar satuan, alat petunjuk dan tempat usaha.18 
Alat takar adalah alat yang digunakan untuk pengukuran kuantitas 
atau penakara. Alat takar biasanya digunakan untuk menakar benda cair, 
misalnya air, bensin, minyak tanah, dan benda padat misalnya beras yang 
dijual dalam ukuran takaran. Jenis takaran yang banyak digunakan dalam 
kegiatan perdagangan sehari-hari, yaitu takaran kaleng. Takaran kaleng 
dibuat dari bahan kaleng (tinplate) dengan ketebalan tertentu yang dibentuk 
sedemikian rupa sehingga mempunyai penampang lingkaran dan panjang 
garis tengah (dalam) hampir sama dengan tinggi (dalam) takaran.19 
Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran berat 
suatu benda. 20 Timbangan masuk pada kategori alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya (UTTP). Setiap UTTP wajib untuk ditera ataupun 
ditera ulang guna menjamin hasil pengukuran sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan saat melaksanakan transaksi perdagangan. Contoh-contoh 
timbangan antara lain: 21 
1. Timbangan elektronik, adalah timbangan yang dilengkapi dengan 
perlengkapan elektronik. 
 
18  Irwansyah Syahrani, Ibid., hlm. 25. 
19  Irwansyah Syahrani, Ibid., hlm. 27. 
20  Irwansyah Syahrani, Ibid., hlm. 35. 





2. Timbangan dacin, termasuk timbangan dengan penunjukan tidak 
otomatis yaitu timbangan yang menujukan kesetimbangannya 
sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator. Timbangan yang 
pemakaiannya membutuhkan tempat gantungan.   
3. Timbangan meja, termasuk timbangan dengan penunjukan tidak 
otomatis yaitu timbangan yang menujukan kesetimbangannya 
sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator. Timbangan yang 
pemakaiannya biasanya diatas meja. Timbangan ini berat (massa) anak 
timbangan yang dibutuhkan untuk membuat setimbang adalah sama 
dengan berat (massa) muatan yang ditimbang, oleh karena itu disebut 
timbangan sama lengan. 
4. Timbangan sentisimal, termasuk timbangan dengan penunjukan tidak 
otomatis yaitu timbangan yang menujukan kesetimbangannya 
sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator. Timbangan yang 
pemakaiannya diatas tanah. Timbangan ini berat (massa) anak 
timbangan yang dibutuhkan untuk  membuat setimbang adalah 
seperatus berat (massa) muatan yang ditimbang, oleh karena itu disebut 
timbangan sentisimal yang artinya seperseratus.  
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 
Implikasi kebijakan pemerintah orde baru telah melahirkan 
kecenderungan-kecenderungan praktik berusaha dari pelaku usaha 





konsumen tanpa mendapatkan sanksi. Pelaku usaha memiliki kebebasab 
memproduksi atau menghasilkan produk tanpa harus mengikuti standar 
yang berlaku. Pelaku usaha tidak perlu mengganti kerugian yang 
dialami konsumen akibat membeli atau mengonsumsi produk-produk 
yang tida berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan 
prmosoi untuk melakukan promosi atas produk-produknya dengan cara 
mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai 
produk.22 
Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan 
hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh 
perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan 
rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi 
kepentingan konsumen. Begitu pula penegakan hukum  (law 
enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen 
seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha . 
Apalagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha 
yang semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka 
pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan 
bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam 
konteks jangka panjang.23 
 
22  Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makasar: Sah Media, 
2017, hlm. 2.  





Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk 
berkualitas yang dihasilakan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang 
urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-
wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan 
prinsip-prinsip  menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang 
berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara 
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap 
bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.24 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam 
rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, terutama yang 
merasa dirugikan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan 
dapat menjadi dasar hukum bagi konsumen jika merasa dirugikan dan 
bermaksud untuk melakukan upaya hukum karena konsumen sebagai 
bagian dari warganegara berhak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum. 
Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen di 
Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen 
melalui berbagai upaya, antara lain; meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam 
 





memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di 
sampig itu, undang-undang ini bertujuan menciptakan sistem 
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta 
keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 
mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap 
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan 
menghasilkan barang dan/atau biasa yang berkualitas yang dapat 
menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, keselamatan 
konsumen serta kesehatan.25 
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan konsumen yaitu “ Perlindungan konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan 
bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya 
kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas 
dari Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.26 
Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam  Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, yang isinya sebagai berikut:27 
 
25  Abd. Haris Hamid, Ibid., hlm. 3. 
26 Abdul Atsar & Rani Apriani , Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, 
Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 32 





a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas 
meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang 
berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga 





perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan 
sebagai berikut:28 
a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen 
barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah 
disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan 
ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan 
baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan 
sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan 
keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan 
tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika 
timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang 
tidak sesuai. 
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-
syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-
persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan 
purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku 
produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya 
(Sidabalok, 2006:10). 
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 
Istilah kosumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 
 





dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 
berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) 
setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang 
atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana 
pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia 
member arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Sebagai 
suatu konsep, konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu 
di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki 
undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan 
kepada konsumen. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara 
telah pila menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai 
landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. 
Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, 
pengguna barang dan/ jasa untuk tujuan tertentu. Sedangan menurut 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan 
konsumen dalam Ppasal 1 ayat (2), konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarkat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur definisi konsumen 
adalah sebagai berikut. 29 
 





Az.Nasution mengklasifikasikan pengertian konsumen sebagai 
berikut:30 
a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai, 
penggunaan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 
b. Konsumen antara yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau 
pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang 
dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan 
tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku 
usaha. 
c. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pemakai, pengguna dan/atau 
pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, 
keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan 
kembali. 
 Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari 
produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Konsumen 
yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak 
untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.31 
 
30 Gandhi Diapari Siregar, Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Telepon 
Genggam Tanpa Garansi (Studi Kasus pada Telepon Genggan Black Market) Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi Sarjana Hukum, 
Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 11. 
31 Reza Adha Fahlevi Lubis, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa 
Perhotelan (Studi Kasus pada Hoteh Aceh House Medan), Skripsi Sarjana Hukum, Medan: 





Menurut  Pasal  1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :“Konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan ”.Sebagaimana 
disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 undang –undang  tersebut 
bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal 
dalam kepustakaan ekonomi.32 
Terkait dengan pengertian konsumen menurut undang-undang 
perlindungan konsumen, Shidarta (2004:5) menjelaskannya dengan 
membagi menjadi 6 point, sebagai berikut:33 
a. Subyek adalah konsumen yang berarti “setiap orang” yang 
berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Pengertian di atas 
juga tidak hanya mencakup pada orang perseorangan namun juga 
mencakup badan usaha, yang mana memiliki makna yang lebih 
luas dari badan hukum.   
b. Kata “pemakai” yang digunakan UUPK dalam pengertian 
konsumen lebih menekankan bahwa konsumen adalah konsumen 
akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini memang tepat untuk 
digunakan karena sekaligus menunjukkan bahwa barang atau jasa 
 
32 Dalam literature ekonomi dikenal dua macam konsumen, yaitu konsumen akhir dan 
konsumen antara.Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk 
lainnya. 





yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual-beli. Artinya 
konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara 
membayar uang untuk memperoleh barang atau/ jasa yang 
diinginkan, yang dapat disebut juga sebagai dasar hubungan hukum 
antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus 
kontraktual.   
c. “Barang dan/atau jasa”, UUPK mengartikan barang sebagai setiap 
benda, baik yang berwujud maupuan tak berwujud, baik  bergerak 
maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan,dan dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, 
jasa diartikan sebagai  setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan  bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 
oleh konsumen. 
d. “Yang  tersedia  dalam masyarakat”  barang  dan/atau  jasa yang 
ditawarkan haruslah sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. 
e.  “Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain”, yang ingin ditunjukkan oleh UUPK sendiri 
adalah kepentingan yang tidak hanya untuk konsumen sendiri 
secara perseorangan, namun juga dapat ditujukan untuk keluarga 
konsumen, maupun orang lain. Dapat diperluas lagi, yakni 





makanan hewan, untuk hewan peliharaan dari konsumen itu 
sendiri.   
f. Untuk  poin  terakhir  adalah “barang  dan/atau  jasa  tidak dapat 
diperdagangkan”. 
Peran selanjutnya adalah pelaku usaha yang pengertiannya 
disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) “pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan demikian, 
pelaku usaha yang masuk dalam pengertian ini adalah perusahaan 
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-
lain, seperti yang dikatakan Elsi Kartika Sari dan Advebdi 
Simanungsong (2008:159) karena undang-undang perlindungan 
konsumen tidak hanya semata-mata melindungi 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen  
  Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak 
konsumen yang harus dilindungi: 
a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)  yaitu:  
Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen 





konsumen. Padahal posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan 
peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan 
keamanan konsumen sangat penting.Karena itu pula, pengaturan 
dan regulasi perlindungan konsumen  sangat dibutuhkan untuk 
menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat 
merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.  
b. Hak memilih (the right to choose)  
Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogative 
konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatau 
barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak 
untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang 
patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak hak ini tidak akan 
banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan 
pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih 
banyak ditemukan oleh faktor – faktor di luar diri konsumen.  
c. Hak mendapat informasi (the right to be informade)  
Hak ini mempunya arti yang sangat fundamental bagi 
konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan 
ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang 
akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan 
selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik 





komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan 
konsumen.  
d. Hak untuk didengar (the right to be heard)  
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa 
kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam 
kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam 
pembentukan kebijakan tersebut.Selain itu, konsumen juga  harus 
didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.  
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 menyatakan hak konsumen, 
yaitu: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.  
b. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang 
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan.  
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan atau jasa.  
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau 





e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.  
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen  
g.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif.  
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian 
jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kewajiban 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen, yaitu: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan 
keselamatan.  
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan 
jasa.  
c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati  
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 





Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen 
sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan 
dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya. 
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Sebagai penyeimbang atas hak-hak yang diberikan kepada 
konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen 
serta untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha, 
maka kepada pelaku usaha diberikan juga hak dan kewajiban yang 
tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan  
Konsumen.34 
Menciptakan kenyamanan berusaha  bagi  para pelaku usaha dan 
sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan   kepada konsumen 
maka pelaku usaha  memiliki hak :35 
a. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik.  
b. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai  
kondisi  dan nilai tukar barang  atau  jasa yang dipergunakan.  
c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen.  
 
34  Gandhi Diapari Siregar, Ibid., hlm. 34. 






d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti  secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang 
diperdagangkan. 
Hak pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-
undang Perlindungan Konsumen, antara lain :  
a. Hak untuk menerima  pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang 
diperdagangkan.  
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang bertindak tidak baik.  
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen.  
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen  tidak diakibatkan oleh barang dan atau 
jasa yang diperdagangkan.  
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberi 
penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:  





b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif.  
d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan 
diperdagangkan berdasarkan  ketentuan standar mutu barang dan 
atau jasa yang berlaku.  
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan 
mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan 
atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila 
barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen 
tidak sesuai dengan perjanjian.   
Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, 
adapun kegiatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan pelaku usaha 
seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen yaitu : 
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang :   
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 





2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut. 
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.  
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut.   
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengelolaan, gaya mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut. 
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut.  
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 
tertentu.  
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 






9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.   
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud.   
c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi lengkap dan benar.   
d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta 
wajib menariknya dari peredaran. 
Adapun faktor-faktor yang dapat membebaskan produsen dari 
tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen walaupun 
kerusakan timbul akibat cacat produk, yaitu apabila : 36 
 






a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksudkan untuk diedarkan 
b. Cacat barang timbul pada kemudian hari  
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal 
yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana 
diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan. 
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi 
barang 
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah 
ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah 
berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen 
e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang 
dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Kegiatan Tera dan Tera Ulang di Wilayah Kabupaten 
Tegal 
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 
Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang 
perdagangan koperasi dan ukm dan dikepalai oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati Tegal. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin No.2, Kudaile, Slawi, 




37  Wawancara dengan Firdaus Ahdiyat , Kasubag Umum dan Kepegawaian, di  Dinas 





Bagan 3.1.  
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tegal 
 
Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan 
UKM Kabupaten Tegal adalah Pelayanan Publik, yaitu memberikan 
pelayanan perizinan yang meliputi Izin Pembukaan Kantor Cabang 
Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin Operasional Koperasi Usaha 
Simpan Pinjam, Izin Kantor Cabang Pembantu Koperasi Usaha Simpan 
Pinjam, Izin Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin 
Menempati Kios dan Loos Pasar , Izin Penggunaan Shelter Kuliner 
Trasa , dan Izin Pemanfaatan Trasa.  Selain itu, Dinas Perdagangan 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal juga memberikan Pelayanan 
Publik di bidang kemetrologian seperti pelayanan tera dan tera ulang 
melalui UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal. 
Unit Pelaksana Teknis Daerah pelayanan metrologi legal yang 





Kabupaten Tegal.  UPTD ini berada dibawah pengelolaan Dinas 
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.  UPTD Metrologi 
Legal Kabupaten Tegal melayani pelayanan tera dan tera ulang di 
seluruh wilayah Kabupaten Tegal . 
UPTD Metrologi Legal Kab. Tegal dibentuk sesuai Peraturan 
Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah 
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dengan tugas pokok 
yakni melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kemetrologian. Susunan 
organisasi UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal terdiri dari  Kepala 
UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional Penera. Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Metrologi Legal Kabupaten Tegal yang selanjutnya 
disebut UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl. 
Brigjen Katamso Slawi Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.38 
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal bertanggung jawab 
melakukan pelayanan tera dan tera ulang  di Kabupaten Tegal.       
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal melakukan kegiatan tera dan 
tera ulang  di kantor, di luar kantor dan di tempat pakai (in situ). UPTD 
Metrologi Legal Kabupaten Tegal dalam melakukan pelayanan tera dan 
tera ulang  harus didukung oleh Pegawai  berhak yang kompeten. 
 
38  Wawancara dengan Syaiful Bahri Arif , Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten 





Pegawai berhak diwajibkan menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan, tekanan komersial, keuangan, dan 
tekanan lain yang mempengaruhi mutu peneraan. 
Struktur organisasi UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan 
UKM Kabupaten Tegal  sebagai berikut: 
Bagan 3.2.  









Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
 
Sering didengar pemberitaan dari media massa, bahwa saat ini 
kerap terjadi tindakan curang yang dilakukan oleh pedagang di pasar. 
Bahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam jual beli yang 
menggunakan alat ukur (misal : timbangan ) kecenderungannya tidak 
sesuai dengan berat yang sebenarnya, artinya kecurangan dengan 





menggunakan alat ukur, seperti misalnya SPBU, pasar-pasar tradisional, 
atau tempat transaksi lainnya. 39 
Upaya perlindungan terhadap konsumen dari tindak pidana 
metrologi legal yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan 
melaksanakan tera ulang. Dengan tera ulang yang saat ini dilaksanakan 
oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal diharapkan dapat 
menekan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual atau 
produsen dalam penggunaan alat-alat ukur.  
Tera ulang ini merupakan rangkaian tindakan perlindungan 
terhadap konsumen dalam segi kebenaran UTTP yang dipakai oleh para 
pedagang atau penjual guna melayani pembeli. Adapun latar belakang 
diadakannya tera ulang tersebut adalah sematamata demi untuk lebih 
memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindak pidana 
metrologi legal. Patut diakui, dengan adanya pelaksanaan tera dan tera 
ulang memberikan rasa takut kepada pihak penjual yang melakukan 
kegiatannya dengan menggunakan alat-alat UTTP. 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 
tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang 
Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) telah diatur bahwa alat ukur (UTTP) yang 
digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau 
 
39  https://www.tegalkota.go.id/v2/images/berita/2016/09september/SIMEGAL.pdf, 





menerima barang, menentukan pungutan atau  upah, menetukan produk 
akhir dalam perusahaan dan untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan  harus dilakukan tera ulang dalam setahun sekali dikecualikan 
untuk beberapa jenis alat ukur (UTTP) bisa dalam interval waktu lebih 
dari setahun sekali seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 68 
Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang 
dan Perlengkapannya. Tera atau tera ulang dapat juga disebut sebagai 
proses kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat 
ukur sesuai dengan rancangannya. Biasa dilakukan dengan 
membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional 
maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. 
Dasar pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di wilayah Kabupaten 
Tegal yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
ada Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat 
Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (SKKPTTU) dari Direktur 
Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga Kementerian Perdagangan Nomor 1/PKTN.4/KKPTTU/1/2019 
tanggal 4 Januari 2019.40 
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal melaksanakan 
pelayanan tera dan tera ulang di kantor dan diluar kantor.  Pelayanan 
Tera dan Tera Ulang diluar kantor dilakukan untuk melakukan tera 
 
40  Wawancara dengan Syaiful Bahri Arif , Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten 






ulang UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor UPTD (seperti 
timbangan konveyor dan jembatan timbang yang terpasang tetap), atau 
mendekati pemilik UTTP yang berkumpul dalam jumlah besar di satu 
tempat (misalnya pedagang pasar).  Pemilik UTTP yang menjadi 
pelanggan UPTD relatif beragam, mulai dari perusahaan swasta yang 
memang membutuhkan ketelitian UTTP bagi kegiatan usahanya, hingga 
pedagang pasar yang relatif tidak terlalu peduli dengan akurasi UTTP 
yang digunakannya.  Dari seluruh jenis UTTP tersebut, pelayanan luar 
kantor untuk UTTP yang digunakan pedagang pasar tradisional, masih 
menjadi kekurangan pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
karena jumlahnya yang besar dan menyentuh masyarakat banyak secara 
langsung.  
Pelayanan tera dan tera ulang di kantor dilakukan  dengan cara 
pemilik UTTP mendatangi dahulu pihak Reparatir, untuk memastikan 
timbangannya dalam keadaan baik atau melakukan perbaikan jika 
rusak, baru kemudian menerakan timbangannya kepada petugas penera, 
dengan berbekal keterangan dari reparatur, atau dibantu pengantarannya 
oleh perusahaan reparatur. Langkah ini memiliki kelebihan dalam 
menghemat waktu pelayanan, karena sebagian tugas telah dilaksanakan 
oleh reparatir, dan proses pelayanan tidak perlu dilakukan di pasar, 
namun  dapat dilakukan di tempat yang lebih umum (misal balai 
kecamatan), karena UTTP diantarkan oleh reparatir.  Disini seolah-olah 





dapat digunakan pada pelayanan tera ulang UTTP yang berukuran 
kecil/portabel. Pelayanan tera dan tera ulang di Kantor UPTD Metrologi 
Legal Kabupaten dapat dilayani dengan mendatangani langsung kantor 
Slawi yang beralamat di jalan Brigjend  Katamso Desa Slawi Wetan 
Kecamatan Slawi pada jam kerja yakni hari senin sampai dengan kamis 
pukul 07:15-16:15 WIB dan hari jum’at pukul 07:15-10:45 WIB. 
Adapun jalur pelayanan tera dan tera ulang di kantor sebagai 
begai berikut: 
Bagan 3.3  



















Dan secara umum proses pelayanan tera dan tera Ulang di 
tempat pakai (pelayanan di luar kantor) sebagai berikut: 
Bagan 3.4  
Proses Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat Pakai 
 
 





Sidang tera ulang adalah pelaksanaan tera ulang terhadap 
UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.41 Tujuan dari sidang 
tera ulang adalah untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada 
masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. 
Adapun prosedur sidang tera ulang UTTP di wilayah  
Kabupaten Tegal, sebagai berikut:42 
a. Penanggung Jawab Teknis merencanakan kegiatan sidang tera 
ulang di setiap kecamatan berdasarkan wilayah kerja yang telah 
ditetapkan oleh Bupati Kab. Tegal . 
b. Penanggung Jawab Teknis mengirimkan Jadwal kegiatan sidang 
tera ulang ke Kantor-kantor Kecamatan dan UPTD Pengelola Pasar 
beserta undangan sidang tera ulang untuk pedagang pemilik UTTP. 
c. Penanggung Jawab Teknis menyusun personil regu sidang tera 
ulang. 
d. Kepala UPTD Metrologi Legal Kab. Tegal  menetapkan personil 
regu sidang tera ulang. 
e. Personil regu sidang tera ulang yang ditetapkan menyiapkan 
administrasi dan standar kerja serta peralatan pendukung lainnya. 
f. Petugas pembantu teknis berkeliling ke pasar tradisional tempat 
pelaksanaan sidang tera ulang untuk mengingatkan kepada pemilik 
 
41  Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera 
Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 1 ayat 14. 
42  Wawancara dengan Syaiful Bahri Arif , Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten 





timbangan agar membawa timbangan ke tempat sidang tera ulang 
untuk di tera ulang. Bagi pemilik timbangan yang tidak sempat 
datang langsung ke tempat sidang tera ulang, petugas teknis akan 
membantu membawa timbangan tersebut ke tempat sidang tera 
ulang dan akan mengantarkannya kembali apabila sudah di tera. 
g. Alat UTTP diterima oleh bagian penerimaan dalam keadaan baik, 
bersih dan tidak berkarat yang diajukan oleh pelanggan/wajib tera 
atau pemilik UTTP serta mendata secara rinci, identitas 
pelanggan/wajib tera, jenis dan jumlah alat UTTP yang selanjutkan 
diserahkan kepada Penera/Pegawai Berhak untuk dilakukan 
peneraan. 
h. Alat UTTP yang telah dilakukan peneraan dan memenuhi 
persyaratan sesuai Syarat Teknis (ST) kemudian dibubuhi cap 
tanda tera sah yang berlaku dan ditempelkan stiker. 
i. Apabila UTTP yang diuji tidak memenuhi persyaratan sesuai 
Syarat Teknis (ST), maka Penera/Pegawai Berhak membuat surat 
pembatalan dan selanjutkan alat UTTP diserahkan pada Pembantu 
Teknik untuk dibubuhkan cap tanda tera batal. 
j. UTTP yang dibatalkan oleh Penera/Pegawai Berhak kemudian 
direparasi oleh reparatir dan setelah direparasi dilakukan peneraan 
kembali, dan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai Syarat 
Teknis (ST) maka Penera/Pegawai Berhak menyerahkan kepada 





Sah dan Tanda Tera Jaminan sesuai dengan paraturan 
kemetrologian yang berlaku). 
k. Penera/Pegawai Berhak menyerahkan UTTP yang telah disahkan 
pada pelanggan/wajib tera setelah pelanggan/wajib tera 
menyelesaikan biaya administrasi restribusi yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan sidang tera ulang di kecamatan tempat 
diadakannya tera ulang ini bersifat massal, sehingga jangka waktu akan 
menyesuaikan dihitung berdasarkan jumlah UTTPnya, yakni setiap 200 
unit maksimal 3 hari. Jika lebih dari 200 unit, maka dihitung 200 unit 
per 3 hari. Dalam pelaksanaan sidang tera ulang di Kabupaten Tegal, 
personil regu terdiri dari: 
a. 2 (dua) orang Penera; 
b. 2 (dua) orang Pembantu Teknis; 
c. 1 (satu) orang Pencatat Register; 
d. 1 (satu) orang Driver (Supir) 
e. 1 (satu) orang Petugas Kebersihan 
Pelaksanaan kegiatan kemetrologian seperti halnya tera dan 
tera ulang, dilakukan oleh pegawai berhak. Hanya pegawai yang berhak 
melakukan tera saja yang berwenang memberikan tanda pada UTTP 
berupa tanda sah atau tera batal berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan terhadap UTTP. Dalam Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Kalibrasi Alat Ukur serta 





Legal, pegawai berhak adalah Pejabat Fungsional Penera dan Penera 
yang Diberi Hak untuk melakukan kegiatan kemetrologian.  
Berikut adalah rincian data alat timbangan yang di tera ulang 
pada tahun 2019, yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal 
Kabupaten Tegal: 
Tabel 3.1 
Jumlah UTTP yang telah ditera pada tahun 2019 oleh UPTD Metrologi Legal 
Kabupaten Tegal dengan lokasi seluruh wilayah Kabupaten Tegal 
 








TM : Timbangan Meja  
 
TDM : Timbangan Desimal 
TE : Timbangan Elektronik  
 
TJ : Timbangann Jembatan 
TS : Timbangan Sentisimal 
 
TE PV : Timbangan Elektronik 
Paving 
N : Neraca 
 
TE TP : Timbangan Elektronik 
Pegas 
DL : Dacin Logam 
 
TE BP : Timbangan Elektronik 
Batching Plant 
TBI : Timbangan Bobot 
Ingsut 
 
TE AMP : Timbangan Elektronik 
Aspal Mixing Plant 
TP : Timbangan Pegas  
 
PU BBM : Pompa Ukur BBM 
TC : Timbangan Cepat 
    
 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah timbangan yang 
di tera ulang paling banyak ada di Kecamatan Slawi dan yang paling 
sedikit di Kecamatan Tarub. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi 
pelaksanaan sidang tera ulang. Sidang tera ulang pada Kecamatan Slawi 
dilaksanakan di Pasar Trayeman dimana di pasar tersebut banyak 
pedagang yang memiliki UTTP . Sedangkan Pelaksanaan sidang tera 
ulang pada Kecamatan Tarub dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tarub 
karena di kecamatan tersebut tidak terdapat pasar tradisional.  
Rekapan UTTP  yang telah di tera ulang oleh UPTD Metrologi 














Jumlah Hari Sidang 
Tera Ulang 
1 2017 2.422 35 hari 
2 2018 2.290 25 hari 
3 2019 5.509 50 hari 
Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
Sidang tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal 
Kabupaten Tegal dilaksanakan di 18 (delapan belas) kecamatan yang 
ada di wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kecamatan Slawi, Kecamatan 
Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan 
Lebaksiu, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari, Kecamatan 
Dukuhwaru, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Bojong, Kecamatan 
Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, 
Kecamatan Pangkah, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kramat, 
Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja. Adapun tempat 
pelaksanaan sidang tera ulang yaitu pada lokasi yang dekat dengan 
pemilik UTTP seperti  di area pasar tradisional. Apabila di kecamatan 
tersebut tidak terdapat pasar tradisional (seperti di Kecamatan 
Dukuhwaru, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Pagerbarang) maka 
pelaksanaan sidang tera ulang dilaksanakan di kantor kecamatan atau di 





Dari data diatas, jumlah pelaksanaan hari sidang tera ulang 
berpengaruh dengan jumlah UTTP yang di tera ulang oleh UPTD 
Metrologi Legal Kabupaten Tegal. Semakin banyak jumlah hari 
pelaksanaan sidang tera ulang, maka semakin banyak juga UTTP yang 
di tera ulang. Jumlah UTTP terbanyak yang telah di tera ulang oleh 
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal ada pada Tahun 2019 yaitu 
sebanyak 5.509 UTTP. Dengan jumlah potensi UTTP di Kabupaten 
Tegal yaitu sebanyak 7.514 UTTP dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan tera dan tera ulang di Tahun 2019  sudah efektif karena 
sudah 73,32 % UTPP yang tertera. Semakin banyaknya jumlah UTTP 
yang tertera diharapkan perlindungan hak konsumen berupa jaminan 
keakuratan terselenggara dengan baik.   
 
2. Kendala yang Dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal  Kabupaten 
Tegal dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang 
Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Tegal sudah 
efektif tetapi belum sepenuhnya maksimal. Pelaksanaan sidang tera 
ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal 
baru berfokus pada pemilik UTTP yang ada pada pasar-pasar 
tradisional di Kabupaten Tegal dan belum menyentuh pemilik UTTP 
yang ada pada  desa-desa seperti toko sembako dan toko besi. Hal 





kendala-kendala yang dialami oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten 
Tegal. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu: 43 
1. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal  tidak memiliki data  
jumlah UTTP yang lengkap dan valid.  Sehingga sulit untuk 
mengukur kinerja UPTD dalam hal jangkauan pelayanan tera dan 
tera ulang. 
2. Kondisi sarana/prasara pelayanan  yang dimiliki UPTD  Metrologi 
Legal Kabupaten Tegal seperti peralatan standar, gedung 
laboratorium, dan alat transportasi, dinilai    secara umum relatif 
cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang 
jenis-jenis UTTP yang dilayaninya.  Terkait dengan standar kerja, 
masih ada keterbatasan yaitu jumlahnya kurang mencukupi.  
Dengan demikian, standar kerja harus digunakan secara bergantian 
untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang.  Hal ini dikarenakan 
pengadaan sarana/prasarana tersebut membutuhkan biaya yang 
besar dan pengajuan anggaran untuk pengadaan tersebut dilakukan 
secara bertahap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 
3. Terkait SDM penera, permasalahan yang dihadapi oleh UPTD 
antara lain minat yang rendah untuk menjadi penera, diklat untuk 
penera cukup lama yaitu 5  (lima)  bulan dan harus dilakukan pada 
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian di 
Bandung sehingga menimbulkan kendala waktu dan biaya . Saat ini 
UPTD Metrologi Legal baru memiliki 2 (dua) orang penera, 2 
(dua) orang pengamat tera. Dengan hanya memiliki 2 penera, 
beban kerja untuk penera sangat berat karena harus melayani tera 
dan tera ulang di 18 kecamatan. Selain itu belum memiliki PPNS 
Kemetrologian padahal keberadaan PPNS Kemetrologian ini akan 
sangat membantu apabila ditemukan tindakan pidana di bidang 
kemetrologian.  
4. Belum dikeluarkannya perubahan Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang Retribusi Daerah sehingga UPTD Metrologi Legal tidak 
berhak menarik retribusi. 
5. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan operasional kemetrologian 
sehingga pelaksanaan sidang tera dan tera ulang belum maksimal 
dan baru menjangkau pemilik UTTP yang ada di pasar tradisional. 
6. Dari 3  (tiga)  fungsi metrologi legal yaitu: Pelayanan, Pengawasan, 
dan Penyuluhan, baru fungsi Pelayanan yang telah dilaksanakan.  
Dua fungsi lainnya relatif tidak dilaksanakan karena bersifat cost 
center, dan/atau salah pemahaman dengan dianggap sama dengan 
unit pelaksana pengawasan barang beredar.  Kurang optimalnya 
kegiatan pengawasan dan penyuluhan karena belum memiliki  
SDM yang sesuai dengan persyaratan (requirement) dan 





UTTP. Kurang optimalnya kegiatan ini juga mengakibatkan tingkat 
kepedulian pemilik UTTP juga rendah terhadap tera dan tera ulang. 
 
3. Sanksi Bagi Pemilik UTTP yang Tidak Melaksanakan Tera dan 
Tera Ulang 
Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi adalah 
kecurangan dalam penetapan ukuran atau timbangan atau yang biasa 
disebut dengan metrologi. Adapun sebagai lembaga atau yang 
berwenang menangani masalah metrologi di Indonesia adalah 
Direktorat Metrologi. Sebagai dasar peraturan pengawasan di bidang 
metrologi telah diterbitkan UU tentang Metrologi Legal yang 
merupakan ketentuan yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan 
masyarakat akan kebenaran atau ketetapan suatu alat ukur, takar 
timbang dan perlengkapannya sehingga diharapkan dapat menghindari 
kemungkinan-kemungkinan kerugian yang timbul dari penggunaan alat-
alat tersebut. Penyalahgunaan atau ketidakbenaran penggunaan alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut yang sangat 
dirugikan tentunya adalah konsumen. 
Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi 
dagang, yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang 
sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga 
dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut 





merugikan konsumen dan juga pelaku usaha. Untuk itu,  tera dan tera 
ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan 
konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan 
transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan 
atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera ulang.  
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 
tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang 
Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) telah diatur bahwa alat ukur (UTTP) yang 
digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau 
menerima barang, menentukan pungutan atau  upah, menetukan produk 
akhir dalam perusahaan dan untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan  harus dilakukan tera ulang dalam setahun sekali dikecualikan 
untuk beberapa jenis alat ukur (UTTP) bisa dalam interval waktu lebih 
dari setahun sekali seperti automatic level gauge, tangki ukur mobil 
BBM, tangki ukur tetap silinder tegak BBM, tangki ukur tongkang dan 
tangki ukur kapal, meter gas diafragma, ultrasonic gas flow meter, 
meter air, meter kWh elektromekanik/dinamis, meter kWh 
elektronik/statis, Custody Transfer Measuring System (CTMS) / sistem 
tangki ukur terapung, dan alat perlengkapan UTTP. 
Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 





menggunakan timbangan yang tidak tertera. Adapun bunyi Pasal 25 
sebagai berikut:  
Pasal 25 
Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau 
menyuruh memakai:   
a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
yang bertanda batal;   
b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak 
disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali 
seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-
undang ini;   
c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
yang tanda teranya rusak;   
d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau 
perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat 
atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali 
tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; 
e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya 
yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya 
menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang 
diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang 
ini untuk tera ulang;   
f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan 
orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan 
menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;   
g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya 
untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau 
berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di 
tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk 
kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-
penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah 







Pada saat pelaksanaan sidang tera ulang yang dilakukan oleh 
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal masih ditemukan pemilik 
timbangan  yang tidak  menerakan timbangannya. Adapun alasannya 
yaitu karena : 
1. Ketidaktahuan bahwa tera ulang timbangan bersifat wajib. 
Kurang optimalnya fungsi penyuluhan menyebabkan 
minimnya informasi yang diterima oleh pedagang tentang 
kewajiban tera ulang sehingga banyak pedagang yang tidak tahu 
bahwa tera ulang timbangan bersifat wajib. 
2. Biaya yang dibebankan terlalu mahal. 
Biaya retribusi yang dibebankan untuk satu jenis alat 
UTTP yang mereka punya sebenarnya tidak mahal. Hanya saja 
apabila timbangan yang tidak lolos uji tera ulang dikarenakan 
rusak, maka timbangan tersebut harus diperbaiki oleh reparatir 
yang tersedia di tempat sidang tera ulang tersebut. Pedagang harus 
menanggung biaya  reparasi yang telah ditentukan oleh pihak 
reparatir yang dianggap kurang terjangkau dikalangan para 
pedagang menengah kebawah.  
3. Tidak adanya timbangan cadangan. 
Antrian saat sidang tera ulang berlangsung, sudah menjadi 
hal yang wajar karena banyaknya timbangan yang harus di tera 
ulang atau di reparasi. Hal tersebut mengharuskan pemilik UTTP 





berlangsung. UPTD Metrologi legal Kabupaten Tegal menyediakan 
timbangan cadangan untuk dipinjamkan kepada para pedagangan 
namun jumlahnya masih terbatas . 
4. Akurasi alat UTTP setelah tera  ulang masih kurang. 
Di beberapa pasar  masih ada timbangan yang tidak di 
lakukan tera ulang. Sebagian pedagang mengaku bahwa alat UTTP 
yang mereka tera ulangkan mengalami ketidaksesuaian ketika 
dipakai. 
5. Ketakutan akan merubah pengaturan timbangan 
Bagi pedagang yang berbuat curang dengan merubah 
pengaturan timbangannya, tidak akan menerakan timbangannya 
karena dengan di tera ulang timbangan akan lebih akurat ketika 
dipakai dan  hal tersebut akan mengurangi keuntungan yang 
mereka peroleh. 
Jika ada pemilik atau pengguna UTTP yang tidak tertib dalam 
memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak 
sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pemilik atau pengguna UTTP 
tersebut maka bisa dikenakan sanksi. Adapun bentuk sanksi pidananya, 
yakni pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda maksimal Rp 
1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 









(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam 
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-
undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) 
tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- 
(satu juta rupiah).   
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal belum pernah 
melakukan tindakan hukum kepada  pemilik UTTP yang melakukan 
tindakan yang  tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Metrologi 
Legal. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat petugas PPNS 
kemetrologian di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal yang berhak  
membuat dokumen-dokumen untuk di proses secara hukum. Selama ini 
UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal hanya melakukan tindakan  
















Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 
tentang “Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang pada Metrologi Legal dalam 
Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen di Wilayah Kabupaten Tegal”, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari jumlah UTTP yang sudah ditera oleh UPTD Metrologi 
Legal Kabupaten Tegal pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten 
Tegal  di Tahun 2019 sudah efektif yaitu  73,32% dari data potensi 
UTTP di Kabupaten Tegal. Semakin banyaknya jumlah UTTP yang 
tertera diharapkan perlindungan hak konsumen berupa jaminan 
keakuratan terselenggara dengan baik.   
2. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya 
maksimal. Belum maksimalnya pelaksanaan tera dan tera ulang dapat 
dilihat dari lokasi pelaksanaan pelayanan tera /tera ulang yang masih 
terbatas yaitu hanya pada pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten 
Tegal. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh 
UPTD Metrologi Legal  Kabupaten Tegal seperti  data jumlah UTTP 
yang tidak valid, sarana dan prasaran yang belum mencukupi,  masih 





Daerah, anggaran pelaksanaan tera dan tera ulang yang masih  terbatas, 
dan belum optimalnya fungsi pengawasan dan penyuluhan.  
3. Masih banyak pemilik UTTP  yang tidak melakukan kewajiban tera 
ulang terhadap UTTP yang mereka gunakan. Sanksi bagi pemilik UTTP 
yang tidak melakukan tera  atau tera ulang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pada Pasal 12 huruf (a) 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
menyatakan  alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib 
ditera. Kemudian dalam Pasal 25 mengatur tentang larangan pidana 
bagi para pelanggar Undang-undang tersebut. Dan  Pasal 32 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tentang sanksi 
bagi para pelanggar Undang-undang tersebut. Adapun sanksi bagi 
pemilik UTTP yang tidak menerakan UTTPnya yaitu  dipidana penjara 
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 
 
B. SARAN 
a. Pemerintah Kabupaten Tegal dapat segera melengkapi sarana dan 
prasarana berupa peralatan standar, sumber daya manusia yang 
berkompeten dibidang kemetrologian sebagai upaya optimalisasi tera 
ulang dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. 
b. Perlu adanya komitmen dari Pemerintah KabupatenTegal  sehingga ke 





ulang dapat lebih optimal demi mempercepat terwujudnya tertib ukur 
dalam upaya perlindungan konsumen. 
c. Peningkatan sosialisasi dengan cara melakukan himbauan kepada 
masyarakat khususnya pedagang pasar mengenai segala informasi 
terkait tera dan tera ulang seperti pentingnya tera ulang dan sanksi bagi 
pemilik UTTP yang tidak melakukan tera ulang serta  pengawasan lebih 
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